SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

PRAKTEK KEPERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan
kesehatan untuk pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat sehingga dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;

b. bahwa  penyelenggaraan  praktik keperawatan
merupakan bagian integral dari penyelenggaraan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat
berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta
standar profesi;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada
belum memberikan rincian perlindungan dan
kepastian hukum kepada perawat sehingga
diperlukan peraturan di tingkat Daerah yang dapat
dijadikan pedoman untuk menjamin
pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
dipandang perlu untuk membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Praktik
Keperawatan,

1. Pasal 18 ayat (6) dan pasal 28 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
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1.

It.

12.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran' Negara. Republik [ndonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LEembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabhunw 2009: Nomor I53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877};
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496};

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Eembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintahr Nomor 38 tahun 2007 tentang
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemermtah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 72 tahuan 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
20: Tabun 2008 tentang Sistem Kesehatan Propinsi
Kalimantan Timur (Lembar Daerah Propinsi
Kalimantan Timur Nomor 40).



)

Dengan Persetujuan Bersama
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

1.

PRAKTIK KEPERAWATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945.

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tugas dan fimgsimya di bidang
kesehatar.

Keperawatan adalah Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan
kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam
keadaan sakit maupun sehat.

Perawat adalah Sescorang yang telah hilus pendidikan tingg
Keperawatan, bailt di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh
Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan keperawatan adalah Suatu bentuk pelayanan professional yang
merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada
itmuy dan kiat keperawatan ditujukan kepada mdividu, keluarga,
kelompok, dammawanzkatbaksehatmaupunsak:tyangmcakup

seluruh proses kehidupan manusia.

Praktik Keperawatan adalah Pelayanan yang diselenggarakan oleh

Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan

Asuhan Keperawatan adalah Rangkaian interaksi Perawat dengan Klien
dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan
kemandirian Klien dalam merawat dirinya.

perﬂakup&eertaduhkpadapcrgumantmwyangmenyelenggamkan
program studi Keperawatan.
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Sertifikat Kompetensi adalah Surat tanda pengakuan terhadap
kompetensi Perawat yang telah [ulus Uji Kompetensi untuk melakukan
Praktik Keperawatan.

Sertifikat Profesi adalah Surat tanda pengakuan untuk melakukan
praktik Keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

Registrasi adalah Pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki
Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai
kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk
menjalankan Praktik Keperawatan.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah Bukti
tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang
telah diregistrasi.

Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah Bukti

tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada

Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik
Keperawatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Alat danjatau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan keschatan, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Fasilitas
pelayanan tingkat dasar yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu,
pos kesehatan, dan puskesmas rawat inap.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah Fasilitas pelayanan

sekunder yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan, yang meliputi

rumah sakit tipe C atau pelayanan kesehatan dengan spesialisasi.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah Fasilitas
pelayanan tersier yang merupakan pelayanan keschatan rujukan
lanjutan, yang meliputi rumah sakit tipe B dan A atau pelayanan
kesehatan dengan sub spesialisasi.

Klien adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang
menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.

Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat
secara nasional dan daerah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, yang disebut Persatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI).

Konsil Keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara
independen.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Praktik Keperawatan berasaskan:
a. perikemanusiaan;
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b. nilai ilmiah;

c. etika dan. profesionalitas;

d. manfaat;

e. keadilan;

f. pelindungan; dan

g. kesehatan, keselamatan Klien dan perawat.
Pasal 3

Tujuan Peraturan ini antara lain:

a. meningkatkan mutu perawat;

c. memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien;
dan .

d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III
JENIS PERAWAT
Pasal 4
(1) Jenis perawat terdiri atas:
a. perawat profesi; dan
b. perawat vokasi.
(2) Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri atas:

a.. mers; dan.
b. ners spesialis.
BAB 1V
UJI KOMPETENSI, REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN SERTIFIKASI
Uji Kompetensi
Pasal 5

(1) Perawat yang berpraktik harus memiliki kompetensi sesuai peraturan
perundangan yang berlaku yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga
pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(3} Ui Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditujukan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi
kerja.
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(4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
oleh: Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan
oleh Menteri yang mengurusi pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) Perawat yang lulus pendidikan vokasi keperawatan yang lulus Uji

Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan olehperguruan
(6) Perawat yang lulus pendidikan profesi Keperawatan yang lulus Uji
Kompetensi diberi Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi

mengikuti Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang

Bagian kedua
Registrasi
Pasal 6

-(I) Perawat yang menjalanikan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil
Keperawatan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mehputr:
a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
b. memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi;
c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/ janji profesi;

dan
e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika

profesi.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5
(ima} tahun.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:

memiliki STR lama;

. mremilild Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;

memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika

profesi,

e. telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya;

f. memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan,
dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

o gp

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf e dan huruf f mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh
Konsil Keperawatar.



(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi ulang
mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh konsil keperawatan.

Bagian ketiga

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
(3) SIPP sebagaifnana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas Kesehatan.
(4) Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2},
Perawat harus melampirkan:
a. salinan STR yang masih berlaku;
b. rekomendasi dari Organisasi ProfesiPerawat; dan
c. surat pernyataan memiliki tempat praktik

ayat (4) tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Permohonan SIPP yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh
Dinas Kesehatan kepada pemochon dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak tanggal permohonan diterima.

(7) Permohonan SIPP yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus
diberikan alasan penolakan dalam bentuk surat resmi kepada pemohon.

(8} SIPP masih berlaku apabila:
a. STR masih berlaku; dan
b. perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP.
Pasal 8

(2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat paling
banyak untuk 2 {dua) tempat.

Pasal 9

Praktik Keperawatan.

Pasal 10
SIPP tidak berlaku apabila:
b. habis masa berlakunya;

¢. atas permintaan perawat;dan
d. perawat meninggal dunia.



Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan praktik keperawatan mengikuti
Peraturan Menteri yang melaksanakan pemerintahan di bidang kesehatan.
BABV
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Umum
Pasal 12
(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya.
(2) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. praktik keperawatan mandiri; dan
b. praktik keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(3) Praktik keperawatan di fasilitas pelayanan
dimasud pada Pasal (2) huruf b dilaksanakan pada fas111tas pelayanan
kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua,
dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

(4) Lingkup praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) meliputi:

a. keperawatan maternitas;

b. keperawatan anak;

c. keperawatan medikal bedah;
d. keperawatan gawat darurat;
e. keperawatan jiwa,

f. keperawatan gerontik;

g. keperawatan kehiargn; dar

h. keperawatan komunitas.

(5) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar
prosedur operasional.

(6) Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan
masyarakat dalam suatu wilayah.

(7} Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pelayanan keschatan
dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) mengikuti peraturan menteriyang menangani pemeritahan bidang
kesehatan.



Bagian Kedua
Pasal 13
(1) Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai:
a. pemberi asuhan keperawatan;
b. penyuluh dan kenselor bagi klien;.
c. pengelola pelayanan keperawatan;
d. peneliti keperawatan,
e. pelaksanaan tugas lain berdasarkan pelimpahan wewenang; dan
f. pelaksana tugas dalain keadaan keterhatasan tertenty

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara
bersama ataupun sendiri-sendiri.

(3) Pelaksanaan tugas perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.
Pasal 14
Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang
upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang:
a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik;.
b. menetapkan diagnosis keperawatan;
¢. merencanakan tindakan keperawatan;
d. melaksanakan tindakan keperawatan;
e. mengevaluas hasil tindakan keperawatan;
f. melakukan rujukan;

g. memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan
kompetensi;
dengan dokter;

i. melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan

j- melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan
resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas.

Bagian Ketiga
Praktik Keperawatan Mandiri
Pasal 15

~

Praktik keperawatan mandin. sebags a dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

huruf a, meliputi:



a. melakukan terapi keperawatan pada pemenuhan kebutuhan dasar
manusia, termasuk terapi modalitas untuk keperawatan jiwa,;

b. melakukan observasi keperawatan pada klien;

c. melakukan terapi keperawatan komplementer dan alternatif,

d. memberikan terapi pengobatan dasar sesuai daftar obat dan perbekalan
kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar yang diatur oleh menteri yang
melaksanakan pemerintahan bidang kesehatan;

e. melakukan tindakan medik terbatas yang merupakan tindakan invasif
sederhana;

f. melakukan pelayanan keluarga berencana; imunisasi dan khitan tanpa
komplikasi; dan

g. memberikan penyuluhan, konseling, advokasi dan edukasi keperawatan.

Bagian Keempat
Prakiik Keperawatan di Fasilitas Pelavanan Kesehatan.
Pasal 16

Dalafn menjalankan tugas sebagai pefberi asuhan keperawatan di bidang
upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang:
keluarga dan kelompok masyarakat;

masyarakat;

d. merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;

e. melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;

f. melakukan rujukan kasus;

g mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehats  inasyarakat;
h. melakukan pemberdayaan masyarakat;

-
.

melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;

j- menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;

1. mengelola kasus; dan

. melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif.
Pasal 17

{1} Dalatn menjalankan tuges sebagai penyulub dan konselor bagi kiiem,

perawat berwenang:

a. melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu
dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat,

10



b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

1 advolasi dalatn perawatan kesehatan masyarakat,

d. menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat; dan

1 penyuluhan kesehatan dan konseling.

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Pelayanan Keperawatan,
Perawat berwenang:

e. melakukai

a. melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;

b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan
Keperawatan; dan

c. mengelola kasus.

(3) Dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti Keperawatan, Perawat

berwenang:
a. melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;
b. mengennakan sumber daya pada fasilitas pelayanan keschatan atas zin
pimpinan; dan
c. menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika
profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18

(1) Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara
tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu

(2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara delegatif atau mandat.

(3) Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan
medis diberikan oleh temaga medis kepada perawat dengan disertal
pelimpahan tanggong jawab.

(4) Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hanya dapat diberikan kepada perawat profesi atau perawat vokasi
terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

(5) Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada
Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.

(6) Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan

(7) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perawat berwenang:

a. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas
pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
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b. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan
wewenang mandat; dan
c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.
Pasal 19

(1) Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1} huruf {f merupakan penugasan
Pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis
dan/atau tenaga kefarmasian di suatu wilayah tempat perawat bertugas.

(2) Keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kefarmasian di suatu

wilayah tempat perawat bertugas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan olelr Dinas kesehatan.

(3) Pelaksanaan tugas pada keadaan keterbatasan tertentusebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kompetensi
Perawat.

(4) Dalam melaksanakan tugas pada Lkeadaan keterbatasan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perawat berwenang:

a. melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat
tenaga medis;
b. merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan; dan

c. melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak
terdapat tenaga kefarmasian.

Pasal 20

Ketentuan lebib lamjut mengenai tugas den wewenarig perawat mengilout
Peraturan Menteri yang melaksanakan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat
dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan
kompetensinya.

{2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan keadaan
yang mengancam nyawa atau kecacatan klien.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.

(5} Ketentuan Ilebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB VI

HAK DAN KEWA.JIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Perawat
Pasal 22

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhal:

a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional,
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau
keluarganya.

c. menerima imbalan jasa profesi atas pelayanan keperawatan yang telah
diberikan;

d. memperolelr imbalan jasa remunerasi yang di tetapkan oleh pemerintah
daerah yang memenuhi azas keadilan;

e. menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode
etik, standar pelayanan,standar profesi, standar prosedur operasional,
atauketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

f. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 23

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

a.

standar pelayanan Kkeperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar
pelayanan keperawatamn, standar profesi, standar prosedur operasional, dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga
kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat
kompetensinya;

mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;

memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah
dimengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau
keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;

melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain
yang sesuai dengan kompetensi perawat; dan

melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

13



~

Bagian Kedua
Pasal 24
Dalam Praktik Keperawatan, klien berhak:

a. mendapatkan informasi secara, benar, jelas, dan jujur tentang tindakan
keperawatan yang akan difakukan;

b. meminta pendapat perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;

c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar

pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. membert persetujuan atau penolakan tindakan keperawatan yang akan
diterimanya; dan

e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 25

Pasal 24 huruf e dilakukan atas dasar:

a. kepentingan kesehatan klien;
b. pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka

c. persetujuan Klien sendiri;

d. kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
e. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebib lanjut mengenai. rahas s kesehatas

Peraturan Menterl Kesehatan.

Pasal 26
Dalam Praktik Keperawatan, klien berkewajiban:

‘iﬁﬁ,‘m"‘ 'a‘ 'S'EA "‘ yfa > ‘m‘ g bm"‘ 'a' “ry ie E‘a' 's' da "n‘ ’F!" l .ﬂ. ‘I"z“ mmg ‘m“ 'a’ 'sa‘ . h h
kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat,;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

BAB VII
‘ORGANISASI PROFES]I PERAWAT
Pasal 27

perawat secara nasional dan daerah berbadan hukum.

14



(2) Orgamsasu Profesi Perawat bertujuan untuk:

pembangunan kesehatan di dacrah
Pasal 28

Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina,
pengembang, dan pengawas Keperawatan di Indonesia, termasuk di daerah
Kutai Kartanegara.

Pasal 29-

Organisasi Profesi Perawat daerah berlokasi di ibukota kabupaten dan dapat
membentuk perwakilan di kecamatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan
sesuai dengan AD/ ART organisasi,

BAB VIII
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

dan pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan.

(1)
{2) Pengembangan Praktik Keperawatan bertujuan untuk mempertah yankan
atau meningkatkan keprofesionalan perawat.

(3) Institusi dan atau instansi fasilitas kesehatan tempat perawat berpraktik
wajib membuat pola pengembangan karir melalui program jenjang karir;

(4) Pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan
keperawatan.

(5) Dalam hal meningkatkan keprofesionalan perawat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau
pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memfasilitasi perawat untuk
mengikuti pendidikan berkelanjutan.

(6) Pendidikan nonformal atau pendidikan  berkelanjutan  dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi
Perawat, atau lembaga lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7}

dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan sesuai dengan kebutuhan praktik
keperawatan yang didasarkan pada standar pelayanan, standar profesi dan
standar prosedur operasional.

Pasal 31
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi
Profesi membina dan mengawasi Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi
dan tugas masing-masing.
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dalam Pasal 31 diarahkan untuk:
a. meningkatkan mutu pelayanan keperawatan,

b. melindungi masyarakat atas tindakan perawat yang tidak sesuai dengan
standar; dan
c. memberikan kepastian hukum bagi perawat dan masyarakat.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Praktik
Keperawatan yang dilakukan oleh Pemerintahh Pusat, Pemerintah Daerah,
Konsil Keperawatan dan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal
31 diatur dalam Peraturan Menteri yang melaksanakan pemerintahan di
bidang kesehatan
BAB IX
Pasal 34
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 di
kenai sanksi administratif.
a. teguran lisan;
b. peringatantertulis;
c. denda administratif; dan

(3) Pemberian sanksi untuk tenaga keperawatan diberikan setelah menerima
keputusan sidang komite etik keperawatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Perawat yang telah lulus dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 5

ayat (1) dan atau telah memiliki STR dan SIPP sebelum peraturan daerah ini,
dinyatakan telah lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikat uji kompetensi

Pasal 36

STR dan SIPP yang telah dimiliki oleh Perawat sebelum peraturan daerah ini
diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPP
berakhir.
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Pasal 37

Selama Konsil Keperawatan belum terbentuk, permohonan untuk memperoleh
STR yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku
sebelum peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Perawat lulusan sekolah perawat kesehatan yang telah melakukan Praktik
Keperawatan sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih diberikan
kewenangan melakukan Praktik Keperawatan untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA,

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 45

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 13 TAHUN 2014

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRAS] HUKUM

//Zé,._/

-

ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

[. UMUM

Untuk memajukan kesejahteraan umum scbagai salah satu tujuan
nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 perlu diselenggarakan pembangunan keschatan.Penyelenggaraan
pembangunan kesehatan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan
layanan kesehatan khususnya pclayanan keperawatan.

Perawat sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang diakui
keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang
sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolchnya untuk memberikan
pelayanan kesehatan di Dacrah.Penyelenggaraan tindakan keperawatan
hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman,
dan terjangkau oleh perawat yang memiliki etik dan moral tinggi, sertifikat,
registrasi dan ijin baik untuk menyelenggarakan praktik mandiri maupun
praktik diluar mandiri.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan  dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik keperawatan di
Daerah.Pembinaan dan pengawasan tersebut diseclenggarakan dengan maksud
agar perawat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan
perundang-undangan dan sistem yang telah ditetapkan. Secgala bentuk
penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga pecrawat yang tidak sesuai dengan
kode etik, standar profesi dan undang-undang, akan menimbulkan
konsekuensi dalam bentuk sanksi adminsitratif maupun sanksi hukum
lainnya.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyclenggaraan Praktik
Keperawatan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada tenaga
Perawat dalam menyeclenggarakan pelayanan keschatan di Dacrah. Peraturan
Daerah ini mengatur tentang Penyeclenggaraan Praktik Kepcrawatan yang
materi muatannya mecliputi asas dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah
ini, sertifikasi dan registrasi kepada perawat, perizinan praktik keperawatan,
penyelenggaraan praktik keperawatan, hak dan kewajiban perawat dan klien,
serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap praktik
keperawatan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan® adalah asas yang
harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sesial,
dan ras.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “nilai ilmiah” adalah Praktik Keperawatan
diperoleh, baik melaliipenelitian, pendidikan maupun pengalaman
praktik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas etika dan profesionalitas” adalah bahwa
pengaturan Praktik Keperawatan harusdapat mencapai dan
meningkatkan keprofesionalanPerawat dalam menjalankan Praktik
Keperawatan sertamemiliki etika profesi dan sikap profesional.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Keperawatan harus
rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Keperawatan harus
mampu memberikan pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu,
dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas pelindungan” adalah bahwa pengaturan
Praktik Keperawatan harus memberikan pelindungan yang sebesar-
Huruf g
Yang maksud dengan “asas kesehatan dan keselamatanklien dan
perawat” adalah Perawat dalam melakukan Asuhan Keperawatan
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “keperawatan maternitas®, adalah
asuhan keperawatan pada wanita, bayi baru lahir, dan keluarga
terkait dengan masalah kehamilan, persalinan, post partum dan
pelayanan keluarga berencana secara holistik mencakup bio-
psiko-sosio-spiritual

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keperawatan anak® adalah asuban
keperawatan yang aman dan efektif bagi anak (infant, toddler,
prasekolah, sekolah dan remaja} sesuai dengan tingkat
pertumbuhan dan perkembangan, baik sehat maupun sakit, baik
langsung maupun tidak langsung, baik di rumah, masyarakat
dan rumah sakit dengan menerapkan berbagai teori, konsep dan
prinsip perawatan anak

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “keperawatan medikal bedah” adalah
asuhan keperawatan klien dewasa yang mengalami perubahan
fisiologis serta dengan/atau gangguan struktur pada sistem
tubuh atau penyakit-penyakit yang umum terjadi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keperawatan gawat darurat® adalah
asuban keperawatan yang berfokus kepada kondisi gawat
Huruf e

Yang dimaksud dengan “keperawatan jiwa® adalah asuhan
keperawatan yang berfokus pada masalah kesehatan jiwa dalam
rentang sehat jiwa sampai gangguan jiwa, dan penckanannya
pada upaya pencegahan primer, sckunder dan tersier. Ditujukan
pada pasien dengan masalah bio-psiko-sosio-spiritual dan
gangguan jiwa dengan menggunakan pendekatan proses
keperawatan serta penerapan terapi modalitas keperawatan
kesehatan jiwa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keperawatan gerontik” adalah asuhan
keperawatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat/tekmik
keperawatan yang berbentuk bio-psiko-sesio-spritual dan
sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok
dan masyarakat.
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Huruf g

Yang dimaksud dengan “keperawatan keluarga® adalah asuhan
keperawatan yanag ditujukan pada tiap tahapan tumbuh
kembang keluarga dan masalah keluarga terkait masalab
kesehatan yang lazim di Indonesia. Pembahasan tentang issue
dan kecenderungan dalam keperawatan keluarga dengan
penckanan pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan
penyakit dan pemeliharaan kesehatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keperawatan komunitas® adalah asuhan
keperawatan yang berfokus pada konsep dasar kesehatan dan
keperawatan komunitas, program-program kesehatan/ kebijakan
pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di
Indonesia, asuhan keperawatan komunitas dan masalabh yang
dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan
pada peningkatan nkeschatan, pencegahan penyakit, dan
pemeliharaan kesehatan.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “keperawatan komplementer” adalah
terapi keperawatan yang diberikan oleh perawat sebagai terapi
keperawatan tambahan terhadap terapi konvensional.

Yang dimaksud dengan “keperawatan alternatif’ adalah terapi
keperawatan yang diberikan oleh perawat sebagai terapi yang
menggantikan terapi konvensional.
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
yang dimaksud memenuhi azas keadilan adalah azas
proporsionalitas sesuai dengan pendidikan terakhir, pangkat/
golongan, lama kerja serta jenjang karir perawat. Besarannya

sesuai dengan usulan dari SKPD yang mengurusi bidang
keschatan setelah berkonsultasi dengan organisasi profesi.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
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Cukup jelas
Pasal 30
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat (3)

Jenjang karir perawat baik di rumah sakit maupun di komunitas
dapat dalam bentuk jenjang karir perawat klinik, perawat

manajer, perawat pendidik dan perawat peneliti.

Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kutai Kartancgara Tahun 2014
Nomor 22
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LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Prihal : Permohonan Surat Izin Praktik Perawat

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
di -

TEMPAT

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap D eeeererenrrr et
Alamat L etererrrreteentnerteenenaeienenarns
Tempat, Tanggal Lahir H
Jenis Kelamin L eeeeerererereetenterenrarerraenanes
Tahun Lulus © rerereereterentereneearearerareanens

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik
Perawat.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :
fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
surat pernyataan memiliki tempat praktik;
pas foto berwarna terbaru dengan latar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak
3 (tiga) lembar; dan
e. rekomendasi dari organisasi profesi perawat.
Demikian atas perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

po o

(tanda tangan dan nama terang)

- -

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

RITA WIDYASARI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM

T e

-

ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001
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LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)
J\f03 ¢4 T0) (-

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara memberikan izin praktik kepada :

Nama = = = e
Tempat, tanggal lahir D et
Alamat L reeeere et ranes

Untuk bekerja sebagai perawat di ........ccccevuveeneee. (tempat dan alamat lengkap
fasilitas pelayanan kesehatan)

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) ini berlaku sampai dengan tanggal

---------------------------

Dikeluarkan di ........ccvvevviiineinenennnnns
Pada tanggal .......cocovvniniiiiiiiienennns

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Kartanegara
Pas Foto

ooooooooooooooooooooooooooo

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;

2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI} Kabupaten Kutai
Kartaegara; dan

3. Pertinggal.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
RITA WIDYASARI
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
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ROKMAN TORANG, SH, MH
NIP.196711021996031001
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